
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SP DIPA-110.01-0/2024

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024

DS:8064-0156-9052-4545

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.

UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20243.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 1101. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

110.01:2. UNIT ORGANISASI Ombudsman Republik Indonesia

:3. PAGU Rp.248.841.107.000

(DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.4.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.5.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.6.

A.N. MENTERI KEUANGAN

NIP.196612301991021001

Jakarta,  24 November 2023

ISA RACHMATARWATA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

*Dokumen ini telah di tandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari1Halaman : 3

DS:8064-0156-9052-4545

A. IDENTITAS UNIT :

: 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

01 Ombudsman Republik Indonesia:2. UNIT ORGANISASI

:3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Rp.248.841.107.000

(DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 40.006.203110.01.CG

Program Dukungan Manajemen 208.834.904110.01.WA
:1. PROGRAM

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Pengawasan Ombudsman: SASARAN STRATEGIS K/L 012.

01 PELAYANAN UMUM 248.841.107FUNGSI :
0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 248.841.107SUB FUNGSI :

3.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan PublikPRIORITAS NASIONAL : 07 30.904.753

NON PRIORITAS NASIONAL : 216.986.354
4.
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I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari2Halaman : 3
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(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

110.01.CG Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 40.006.203

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

IKP01 Tingkat Kepuasan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Nilai3,20

IKP02 Kepatuhan Tinggi K/L/D terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Instansi164

SP01

5618 Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

01.01 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Hari90

01.02 Persentase Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat %85

19.452.253

5619 Pencegahan Maladministrasi

01.01 Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang Memperoleh Opini Tertinggi Instansi132

01.02 Persentase Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan %70

01.03 Indeks Persepsi Maladministrasi Indeks4,0

19.603.950

5731 Penjaminan Mutu

01.01 Persentase aduan terhadap jumlah laporan %2

01.02 Rata-rata lama penyelesaian aduan Hari47,56

950.000

110.01.WA Program Dukungan Manajemen 208.834.904

Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat

IKP01 Nilai SAKIP Nilai78

IKP02 Nilai Reformasi Birokrasi Nilai85

IKP03 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP Level3

IKP04 Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan OpiniWTP

SP01



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-110.01-0/2024

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari3Halaman : 3

DS:8064-0156-9052-4545

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

IKP05 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Indeks3,80

IKP06 Persentase Realisasi Anggaran %95

IKP07 Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai %40

IKP08 Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai %65

4051 Perencanaan dan Keuangan

01.01 Indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Indeks3,10

1.485.657

4191 Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik

01.01 Indeks kinerja Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis Indeks3

1.240.834

4192 Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi

01.01 Indeks kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Indeks2,95

1.872.477

4193 Pengawasan Internal

01.01 Indeks kinerja Inspektorat Indeks3,1

474.109

5093 Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi

01.01 Indeks kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Indeks3,1

1.742.273

5094 Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan

01.01 Indeks kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Indeks3,1

202.019.554

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI

Suganda Pandapotan Pasaribu

Jakarta,  24 November 2023

NIP 197309161993111001



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

110.01 Ombudsman Republik Indonesia

Rp.248.841.107.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-110.01-0/2024DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

1Halaman :

DS:8064-0156-9052-4545

 dari1

110.01.CG 40.006.203 00 00 40.006.203Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

01 DKI JAKARTA 0 40.006.203 0 0 040.006.203

439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 0 40.006.203 0 0 040.006.203KP

A00 RM 0 40.006.203 0 0 40.006.203 0

110.01.WA 84.786.913 0122.791.991 29.152.4071.256.000 208.834.904Program Dukungan Manajemen

01 DKI JAKARTA 122.791.991 84.786.913 1.256.000 0 29.152.407208.834.904

439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 122.791.991 84.786.913 1.256.000 0 29.152.407208.834.904KP

A00 RM 122.791.991 84.786.913 1.256.000 0 208.834.904 29.152.407

TOTAL 122.791.991 124.793.116 1.256.000 0 248.841.107 29.152.407

RM 122.791.991 124.793.116 1.256.000 0 248.841.107 29.152.407

0PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI
Jakarta,  24 November 2023

NIP 197309161993111001
Suganda Pandapotan Pasaribu



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

: Rp.248.841.107.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-110.01-0/2024DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

(DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

DS:8064-0156-9052-4545

110.01

110

Ombudsman Republik Indonesia

 dari1Halaman : 1

110.01.CG1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

RENCANA PENARIKAN DANA 40.006.203 783.342 2.378.977 2.442.110 2.842.228 5.414.622 4.481.546 6.035.016 5.626.131 4.521.656 1.901.134 2.500.462 1.078.978

110.01.WA2 Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 208.834.904 29.814.826 13.907.314 19.844.270 15.240.316 15.784.398 14.104.467 21.143.228 14.891.146 15.121.714 15.926.121 18.027.662 15.029.441

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 248.841.107 30.598.168 16.286.291 22.286.380 18.082.543 21.199.020 18.586.014 27.178.244 20.517.277 19.643.370 17.827.255 20.528.125 16.108.419

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI
Jakarta,  24 November 2023

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 197309161993111001
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